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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong telah selesai menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal
Renja) Tahun 2026, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
dan Capaian Renstra, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikatif pembiayaan
tahun anggaran 2026.

Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja ini adalah bagian dari proses
perencanaan kerja pertahun sebagai penjabaran program dan kegiatan Renstra Dinas
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, yang dimaksudkan sebagai acuan dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2026 dan sinkronisasi dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Akhimya dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong Tahun 2026 ini, maka langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan sasaran
dan tujuan pembangunan di Kabupaten Tabalong tahun 2025 - 2029 dapat tercapai,

terlaksana dan berjalan dengan baik.

Tanjung, 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,

YA
TUMBUR PAR U,S.STP.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah
Daerah. Adapun substansi dari Renja dimaksud adalah Rencana Program dan Kegiatan,
Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pagu Indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun
2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan evaluasi pelaksanaan
Renja tahun sebelumnya serta capaian Rencana Strategis (Renstra), Analisis Kinerja
Pelayanan, Analisis isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong, singkronisasi rancangan awal RKPD, analisis
terhadap kebijakan nasional dan provinsi, merumuskan tujuan dan sasaran, merumuskan
program dan kegiatan, serta singkronisasi indikatif pagu anggaran perkegiatan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu
pada RPJMD Kabupaten.

Rencana Kerja ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun 2026, rencana kerja anggaran perangkat daerah yang telah melalui proses
pembahasan dan persetujuan oleh tim eksekutif dan legislatif selanjutnya diproses untuk
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) sebagai dokumen
pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Tahun Anggaran 2026.
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1.2.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten

Tabalong Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
antara lain sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2022;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 tentang perubahan
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tabalong

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional.
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan akhir rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong Tahun 2026 adalah untuk mengetahui :
1. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong Tahun 2026
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
Kelompok Sasaran Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun
2026
5. Pagu Indikatif Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong Tahun 2026

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai
bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai
arah kebijakan dan acuan untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dan Rencana Perjanjian
Kinerja Tahunan;

2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan / Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP);

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2026

4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara
Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan jabatan fungsional serta antar stakeholder

ataupun instansi terkait;
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Dinas Perhungan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang
Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB |. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BABIl. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN
LALU.

Memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN.

Memuat :
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
3.3.  Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

Memuat :
4.1. Program dan Kegiatan (penjelasan tentang faktor yang
mendasari pemilihan program dan kegiatan, rekapitulasi

program dan kegiatan yang diambil dari tabel. 6.1 Bab. 6
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Renstra serta validasi dengan situasi dan kondisi faktual

yang relevan).

BAB V. PENUTUP.
Berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun Kketersediaan
anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN —LAMPIRAN :
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BAB I

HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2024
di sajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong

Uraian Belanja

Anggaran (Rp)

Pagu 2024

Realisasi 2024

Pagu 2025

Pendapatan Daerah

1.550.000.000,00

1.930.238.577,00

1.790.000000,00

Belanja Daerah

23.577.694.793,00

21.910.890.636,00

55.771.665.578,00

Belanja operasi

22.423929.574,00

20.991.326.913,00

30.526.920.6511,20,00

Belanja Pegawai

8.149.613.700,00

7.103.912.090,00

9.200.918.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.952.792.235,00

9.565.891.184,00

21.326.0002.651,20,00

Belanja Modal (BM) :

1.153.765.219,00

919.563.723,00

25.244.744.926,00

BM Peralatan dan mesin 0,00 0,00 13.692.188.351,00
BM Gedung dan bangunan 0,00 0,00 9.292.549.359,80,00
BM Jalan,Jaringan, dan 0,00 0,00 2.260.007.216,00

Irigasi

Sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan capaian program / kegiatan tahun

2025 terhadap capaian renstra perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan :

No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian | Pemenuhan
1 | Program Penunjang Meningkatnya 85 BB 82 BB 96,5% Belum

Urusan Pemerintah Indek Kepuasan Terpenuhi
daerah Kabupaten Aparatur (IKA).
Kegiatan Administrasi Indeks 75 BB 80 BB 106,66 Tinggi
Umum Perangkat Pelayanan
Daerah Kepuasan

Terhadap

Layanan

Kesekretariatan
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2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan :

No.

Program

Indikator Kinerja

Target

Capaian

% Capaian

Pemenuhan

Program
Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

Persentase Layanan
Jasa Sarana dan
Prasarana
Perhubungan.

90%

100%

100

Terpenuhi

Menurunnya
Angka Kecelakaan
dan Pelanggaran

Lalu Lintas.

28 Laka
1.100
Tilang

54 Laka
1.339
Tilang

192%
122%

Belum
Terpenuhi

Meningkatnya
kelaikan
Operasional
Kendaraan Umum
/Pribadi Di Jalan
Raya.

3.800

4.320

114%

Tinggi

Persentasi Layanan
Angkutan
Multimoda.

Jumlah Penumpang
/

Barang Yang
Melalui

Bandara Pertahun.

85 %

3.500
Orang
43.000

Kg

100%

81 Orang
465Kg

100%

2,3%

Terpenuhi

Rendah

No.

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Capaian

%

Capaian

Pemenuhan

Kegiatan
Perencanaan
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

21 Laporan

21
Laporan

100

Terpenuhi

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Terlaksananya
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah.

12
Bulan

12
Bulan

100

Terpenuhi

Kegiatan Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Tersedianya
Pendidikan dan
pegawai

Paket

1 Paket

100

Terpenuhi
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berdasarkan
tugas dan fungsi

4. | Kegiatan Administrasi | |ndeks 75 BB 80 BB 106,66 Tinggi
Umum Perangkat Pelayanan
Daerah Kepuasan
Terhadap
Layanan
Kesekretariatan
5. | Kegiatan Penyediaan | |Indeks Pelayanan 75 BB 80 BB 106,66 Tinggi
Jasa penunjang Kepuasan
Urusan Pemerintahan Terhadap Layanan
Daerah Kesekretariatan.
6. | Kegiatan Indeks Pelayanan 75 BB 80 BB 106,66 Tinggi
Pemeliharaan barang | Kepuasan
milik Daerah Terhadap Layanan
Penunjang Urusan Kesekretariatan.
Pemerintahan Dearah
7. | Kegiatan Jumlah Rambu yang 150 Buah | 150 Buah | 150 Buah | Terpenuhi
Penyediaan disediakan
Perlengkapan
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota.
Jumlah Cermin 7 Buah 7 Buah 100% Terpenuhi
Tikungan yang
disediakan.
8. | Kegiatan Persentase Keadaan 100% 100% 100% Terpenuhi
Pengelolaan Terminal dalam
Terminal kondisi baik
Penumpang Tipe
C
9. | Kegiatan Persentase 100% 100% 100% Terpenuhi
Penerbitan Izin Terhadap
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
dan Pembangunan | dan Pembangunan
Fasilitas Parkir FaS|I|ta}s_ P_arklr
yang di izinnya
diterbitkan.
10. | Kegiatan Jumlah sarana dan 3.800 4.320 114 Tinggi
Pengujian Berkala | prasarana pengujian | KBWU KBWU
Kendaraan berkala kendaraan
Bermotor bermotor yang
terpelihara
11. | Kegiatan Persentase 100 % 100 % 100 % Terpenuhi
Pelaksanaan Terhadap 100 %
Manajemen dan Pelaksanaan
Rekayasa Lalu Manajemen dan
Lintas untuk R_ekayasa Lalu
. Lintas untuk
Jaringan Jalan .
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota.
12. | Persetujuan Hasil | Persentase Hasil 100 % 100 % 100 % Terpenuhi
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Analisis Dampak Analisis Dampak
Lalu Lintas Lalu Lintas
(Andalalin) untuk | (Andalalin) untuk
Jalan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupgten/ !(g)ta
yang disetujui.
13. | Audit dan Inspeksi | Persentase 100 % 100 % 100 % Terpenuhi
Keselamatan LLAJ | terhadap
di Jalan permintaan Audit
dan Inspeksi
Keselamatan
LLAJ yang
dipenuhi.
14. | Penyediaan Jumlah armada 37 Unit 38 Unit 95 Terpenuhi
Angkutan Umum angkutan umum
untuk Jasa untuk jasa angkutan
Angkutan Orang orang dan/atau
dan/atau Barang barang antar kota
Antar Kota dalam 1 | dalam 1 (satu)
(Satu) Daerah daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
tersedia
15 | Penetapan Persentase 100% 100% 100% Terpenuhi
Kawasan Terhadap Usulan
Perkotaan untuk Kawasan
Pelayanan Perkotaan untuk
Angkutan Pelayanan
Perkotaan yang Angkutan
Melampaui Batas 1 Perkotaan yang
Melampaui
(Satu) Daerah Batas yang
Kabupaten/Kota ditetapkan
pemerintah
daerah
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program dan kegiatan tahun 2024 :

- Program / kegiatan Yang belum memenuhi target capaian :

Program/kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Faktor Penyebab
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Tabel 2. 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong s/d Tahub 2025

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target R?Z'rs:fi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Tzr/gettaﬁjg St:;?jilgrl? b
Urusan/Bidang Indikator Kinerja g;;z:; Kinerja Hasil Tingkat Prcgjg;am Realisasi Tingkat
) Urusan Pemerintah Program Program dan o Realisasi : Capaian Capaian
Daerah dan (Outcomes)/ (PF:gg;?g Keluaran RZ?T?‘?D SS?:@SD' (lé:%'jzti% Program dan Realisasi
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Dinas) Kteglata;noggd tahugm n-2) tahu:1 n-2) N Kegiatan s/d Target
Tahin 05 ahun booa b0 (%) (2025) b:;?;gn Renstra (%)
(2025)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan
Pemerintahan Wajib
Yang Tidak
Berkaiatan Dengan
Pelayanan Dasar.
2.15 Urusan
Pemerintahan Bidang
Perhubungan.
2.15.01 PROGRAM Predikat nilai BB BB BB BB 100 BB BB 100
PENUNJANG AKIP Perangkat
URUSAN Daerah
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA.
Nilai Kepuasan BB BB BB BB BB BB BB 100
terhadap
pelayanan
kesekretariatan
2.15.01.2.01 | perencanaan, Tersedianya | 21 21 21 21 100 | 21 21 100
genga”?garf”‘”' Dokumen Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen Dokumen | Dokumen
K"f‘” Evapuas' et Perencanaan,
inerja Perangka
A g Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja

RENJA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG 2025
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Perangkat
Daerah.

2.15.01.2.01.0
6

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

21
Laporan

21
Laporan

21
Laporan

21
Laporan

100

21
Laporan

21
Laporan

100

2.15.01.2.01.0
9

Pelaksanaan
Pengumpulan Data
Statistik Sektoral
Daerah

Jumlah Data
Statistik
Sektoral
Daerah yang
Telah
Dikumpulkan
dan Diperiksa
Lingkup
Perangkat
Daerah

Data

Data

100

Data

Data

100
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2.15.01.2.02 | Administrasi Terlaksanany
Keuangan a
Perangkat Administrasi
Daerah. Keuangan
Perangkat
Daerah.
2.15.01.2.02.0 | Penyediaan Gaji Jumlah Orang 14 14 14 14 100 14
1 dan Tunjangan yang Orang/Bula | Orang/Bula | Orang/Bula | Orang/Bula Orang/Bula
ASN. Menerima n n n n :
Gaji dan
Tunjangan
ASN
2.15.01.2.02.0 | Koordinasi dan Jumlah 2 2 2 2 100 2
5 Egﬂgﬁg‘;ﬂ?khﬁporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Tahun SKPD Keuangan
Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
2.15.01.2.02.0 | Koordinasi dan Jumlah 12 12 12 12 100 12
7 Penyusunan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/
Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/ Semesteran
Semesteran SKPD dan
SKPD Laporan
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Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwu
lanan/Semest
eran SKPD

2.15.01.2.05

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Terlaksanany
a pengelolaan
administrasi
kepegawaian
secara tertib,
mutakhir dan
terdokumenta
Si

2.15.01.2.05.0
2

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket
Pakaian Dinas
beserta
Atribut
Kelengkapan

Paket

Paket

Paket

Paket

100

Paket

2.15.01.2.05.0
9

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Jumlah
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan

45
Orang

45
Orang

45
Orang

45
Orang

100

45
Orang

2.15.01.2.06

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Terselenggara
nya

pelayanan
administrasi
umum
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perkantoran
yang tertib
dan efisien
2.15.01.2.06.0 | Penyediaan Jumlah Paket 22 22 22 22 100 22
Komponen Instalasi Paket
1 Listrik/Penerangan Kom ponen Paket Paket Paket Paket
Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan
2.15.01.2.06.0 | Penyediaan Jumlah Paket 103 103 103 103 100 103
Peralatan dan Paket
2 Perlengkapan Kantor Peralatan dan Paket Paket Paket Paket
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
2.15.01.2.06.0 | Penyediaan Barang Jumlah Paket 20 20 20 20 100 20
Cetakan dan Paket
5 Penggandaan Barang Paket Paket Paket Paket
Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan
2.15.01.2.06.0 | Penyelenggaraan Jumlah 187 187 187 187 100 187
9 chzap?(t Koolrtdin_asi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
an Konsultasi
SKPD. Penyelenggar
aan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
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2.15.01.2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah.

Tersedianya
jasa
penunjang
kegiatan yang
mendukung
kelancaran
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
perangkat
daerah

2.15.01.2.08.0
1

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

100

1
Laporan

2.15.01.2.08.0
2

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

100

12
Laporan

2.15.01.2.08.0
4

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
yang
Disediakan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

12
Laporan

100

12
Laporan
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2.15.01.2.09 Pemeliharaan Terpeliharany
Barang Milik a kondisi
EZEL?]han barang milik
Urusaé g daerah agar
Pemerintahan tetap_ layak
Daerah. pakai dan
berfungsi
optimal
2.15.01.2.09.0 | Penyediaan Jasa Jumlah 39 39 39 39 100 39
Pemeliharaan, Biaya . Unit Unit : Unit
2 Pemeliharaan, Pajak K(_endaraan Unit Unit
dan Perizinan Dinas
Kendaraan Dinas Operasional
Operasional atau atau
Lapangan
apand Lapangan
yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
2.15.01.2.09.0 | Pemeliharaan _ Jumlah 129 129 129 129 100 129
6 Laaan danMesin | peralatan dan Unit Unit Unit Unit Unit
Mesin Lainnya
yang
Dipelihara
2.15.01.2.09.0 | Pemeliharaan/Rehabi | Jumlah 1 1 1 1 100 1
litasi Gedung Kantor : . . . Unit
9 dan Bangunan Gedung Unit Unit Unit Unit
Lainnya Kantor dan
Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi
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2.15.02 PROGRAM Meningkatnya
ZE\NIYL%LEL’J\IGGAR kualitas
LINTAS DAN layanan
ANGKUTAN transportasi
JALAN (LLAJ). darat
Konektivitas 87%
Darat (%)
Persentase 100%
Perlengkapan
jalan yang telah
Terpasang
terhadap Kondisi
Ideal (%)
Persentase 100
layanan Jasa
sarana dan
prasarana
fasilitas
keselamtan
perhubungan (%)
2.15.02.2.01 Penetapan
Rencana Induk
Jaringan LLAJ
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Kabupaten/Kota

dan Angkutan
Jalan
Kabupaten/Ko
ta

2.15.02.2.01.0 | Pelaksanaan Jumlah 1 1 1 1 100 1
Penyusunan Dokumen
1 Rencana Induk Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Jaringan LLAJ Penyusunan
Kabupaten/Kota Rencana
Induk
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.01.0 | Penetapan Kebijakan | Jumlah 2 2 2 2 100 2
dan Sosialisasi Dokumen
2 Rencana Induk Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Jaringan LLAJ Penetapan
Kabupaten/Kota Kebijakan dan
Sosialisasi
Rencana
Induk
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Ko
ta
Penetapan dan Jumlah 1 1 1 1 100 1
Sosialisasi Rencana . Dokumen
Aksi Kosalamatan EvalgaSI Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Lalu Lintas dan (Reviu)
Angkutan Jalan Rencana AKksi
Kabupaten/Kota Keselamatan
Lalu Lintas
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Pelaksanaan Jumlah 1 1 1 1 100 1
Penyusunan Dokumen
Rencana AKsi dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Keselamatan Lalu penetapan
Lintas dan Angkutan Rencana Aksi
Jalan
Kabupaten/Kota Kesele}m atan
Lalu Lintas
dan Angkutan
Jalan
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.02 | PENYEDIAAN
PERLENGKAPAN
JALAN DI JALAN
KABUPATEN/KO
TA.
2.15.02.2.02.0 | Penyediaan Jumlah 250 250 250 250 100 250
2 giey:lggkapan Jalan Perlengkapan Unit Unit Unit Unit Unit
Kabupaten/Kota Jalan di Jalan
Kabupaten/Ko
ta yang
Tersedia
2.15.02.2.03.0 | Rehabilitasi dan Jumlah 1 1 1 1 100 1
Pemeliharaan . . . i Unit
4 Prasarana Jalan Prasarana Unit Unit Unit Unit
Jalan yang
Terehabilitasi
dan
Terpelihara
2.15.02.203 | PENGELOLAAN
TERMINAL
PENUMPANG
TIPE C.
2.15.02.2.03.0 | Pengawasan Jumlah 3 3 3 3 100 3
Operasional Terminal ; Dokumen
006 Penumpang Tipe C Terminal Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Penumpang
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Tipe C yang
diawasi
2.15.02.2.03.0 | Revitalisasi Terminal [ Jumlah 1 1 1 1 100 1
007 E't‘;iqi Ej';is"'tas Terminal yang Unit Unit Unit Unit Unit
Penunjang) direv_i;alisasi
(Fasilitas
Utama dan
Penunjang)
2.15.02.2.03.0 | Rehabilitasi dan Jumlah 3 3 3 3 100 3
Pemeliharaan . . . . . . Unit
11 Terminal Tipe C Termln_ql Tipe Unit Unit Unit Unit
(Fasilitas Utama dan | C (Fasilitas
Penunjang) Utama dan
Penunjang)
yang B _
terehabilitasi
dan
terpelihara
2.15.02.2.04 PENERBITAN IZIN
PENYELENGGAR
AAN DAN
PEMBANGUNAN
FASILITAS
PARKIR.
2.1502.2.04.0 | Fasilitasi Pemenuhan | Jumlah 1 1 1 1 100 1
Persyaratan Dokumen
1 Perolehan lzin Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Penyelenggaraan Pemenuhan
dan Pembangunan Persyaratan
Fasilitas Parkir Perolehan 1zin
Kewenangan
Kabupaten/Kota Penyelenggar
dalam Sistem aan dan
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Tert.).angunnya
Secara Elektronik Fasilitas
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Parkir

Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta dalam
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
2.15.02.2.04.0 | Koordinasi dan Jumlah 36 36 36 36 100 36
2 ﬁg‘ﬁg‘;ﬂjﬁ’;‘;‘n Lapor:_;m _ Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Pelaksanaan Izin Koordinasi
Penyelenggaraan dan
dan Pembangunan | gjinkronisasi
Fasilitas Parkir
Kewenangan Pengawasan
Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Izin
Penyelenggar
aan dan
Terbangunnya
Fasilitas
Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.05 | PENGUJIAN
BERKALA
KENDARAAN
BERMOTOR
2.15.02.2.05.0 | Penyediaan Sarana Jumlah 14 14 14 14 100 14
1 g aia | Sarana dan Unoit Unoit Unoit Unoit Unoit
Kendaraan Bermotor | Prasarana
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Pengujian
Berkala
Kendaraan
Bermotor
yang Tersedia

2.15.02.2.05.0
5

Sosialisasi Standar
Operasional Prosedur
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah
LaporanSosial
isasi Standar
Operasional
Prosedur
Pengujian
Berkala
Kendaraan
Bermotor

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

100

1
Laporan

2.15.02.2.05.0
007

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Pengujian
Berkala
Kendaraan
Bermotor
yang
Terpelihara

13
Unit

13
Unit

13
Unit

13
Unit

100

13
Unit

2.15.02.2.05.0
008

Koordinasi
Penyelenggaraan
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jumlah
Laporan
Koordinasi
Penyelenggar
aan Pengujian
Berkala
Kendaraan
Bermotor

4
Laporan

4
Laporan

4
Laporan

4
Laporan

100

4
Laporan
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2.15.02.2.06 | PELAKSANAAN
MANAJEMEN
DAN REKAYASA
LALU LINTAS
UNTUK
JARINGAN
JALAN
KABUPATEN/KO
TA.
2.15.02.2.06.0 | Pembangunan Rute Jumlah 2_ 2_ 2_ 2_ 100 2_
008 Aman Selamat kawasan Unit Unit Unit Unit Unit
Sekolah (RASS)
pembangunan
Rute Aman
Selamat
Sekolah yang
terbangun
2IS022000 | Sallost sona. L (0@ La %)ran La tran Laj %)ran Laj %)ran 100 Laj %Jran
013 ggﬂ“m?t' < oketah Zona Selamat P P P P P
(ZoSS) Sekolah
(ZoSS) yang
diidentifikasi
dan diawasi
2.15.02.2.06.0 | Pembangunan 1 1 1 1 1
014 Impleme?ltasi Batas Jf]z;jlglnl?/grl?guas Unit Unit Unit Unit 100 Unit
Kecepatan
terpasang
implementasi
batas
kecepatan
2.15.02.2.06.0 | Pembangunan Zona 6 6 6 6 6
015 SelamathekoIah %L(;rrrt])Ier:gunnya Unit Unit Unit Unit 100 Unit
(ZOSsS)
Zona Selamat
Sekolah
(ZOSS)
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3

3

2.15.02.2.06.0 | Sosialisasi Jumlah 3 3 3 100
Pelaksanaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
016 Laporan
Manajemen dan p_ : -
Rekayasa Lalu Lintas Sosialisasi
untuk Jaringan Jalan Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Manaj emen
dan Rekayasa
Lalu Lintas
untuk
Jaringan
Jalan
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.07 PERSETUJUAN
HASIL ANALISIS
DAMPAK LALU
LINTAS
(ANDALALIN)
UNTUK JALAN
KABUPATEN/KO
TA.
2.15.02.2.07.0 | Koordinasi dan Jumlah 1 1 1 1 100 1
003 Sinkronisasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Penilaian Hasil Koordinasi
Andalalin.
dan
Sinkronisasi
Penilaian
Hasil
Andalalin
2.15.02.2.07.0 | Peningkatan Jumlah penilai 2 2 2 2 100 2
Kompetensi Penilai ; Oran Oran
005 Andalalin Andalalin Orang Orang Orang 9 9
yang
ditingkatkan

kompetensiny
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adan

Penyelenggar
aan
Kompetensi
Pengemudi
Kendaraan
Bermotor
Kabupaten/Ko

tersertifikasi
2.15.02.2.07.0 | Pengawasan Jumlah 1 1 1 1 100 1
Pelaksanaan Laporan Laporan
006 Rokomendasi laporan _ Laporan Laporan Laporan p p
Persetujuan Teknis Rekomendasi
Andalalin Persetujuan
Teknis
Andalalin
yang terawasi
2.15.02.2.08 AUDIT DAN
INSPEKSI
KESELAMATAN
LLAJ DI JALAN.
2.15.02.2.08.0 | Pelaksanaan Jumlah 3 3 3 3 100 3
Inspeksi, Audit dan Laporan Laporan Laporan Laporan
003 Pemantauan Terminal b . Laporan P P Laporan p
Inspeksi,
Audit dan
Pemantauan
Terminal
2.15.02.2.08.0 | Pelaksanaan Jumlah 3 3 3 3 100 3
Inspeksi, Audit dan Laporan
004 Pemantauan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan p
Pemenuhan Inspeksi,
Persyaratan Audit dan
Penyelenggaraan Pemantauan
Kompetensi
Pengemudi Pemenuhan
Kendaraan Bermotor Persyaratan
Kabupaten/Kota
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ta
Pelaksanaan
2.15.02.2.08.0 Inspeksi, Audit dan Jumlah 3 3 3 3 100 3
007 Pemantauan Sistem | laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Manajemen Inspeksi,
Keselamatan Audit dan
Perusahaan
Angkutan Umum Pemantauan
Sistem
Manajemen
Keselamatan
Perusahaan
Angkutan
Umum
Peningkatan
2.15.02.2.08.0 Kapas%tas Auditor dan ‘Jum_lah L L L ! 100 !
008 Inspektor Lalu Lintas | Auditor dan Orang Orang Orang Orang Orang
dan Angkutan Jalan |nspektor Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan yang
ditingkatkan
kapasitasnya
2.15.02.2.09 PENYEDIAAN
ANGKUTAN
UMUM UNTUK
JASA
ANGKUTAN
ORANG
DAN/ATAU
BARANG ANTAR
KOTA DALAM 1
(SATU) DAERAH
KABUPATEN/
KOTA.
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2.15.02.2.09.0 | Pengendalian dan Jumlah 4 4 4 4 100 4
Pengawasan Laporan Laporan Laporan
002 Ketersediaan Laporan i Laporan P P Laporan p
Angkutan Umum Pengendalian
untuk Jasa Angkutan dan
Orang dan/atau
Barang Antar Kota Pengawgsan
dalam 1 (Satu) Ketersediaan
Kabupaten/Kota Angkutan
Umum untuk
Jasa
Angkutan
Orang
dan/atau
Barang Antar
Kota dalam 1
(Satu)
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.09.0 | Penyediaan Angkutan | Jjumlah 57 57 57 57 100 57
Umum untuk Jasa . . . Unit Unit
003 Angkutan Orang Armada Unit Unit Unit
dan/atau Barang Angkutan
Antar Kota dalam 1 Umum untuk
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Jasa
Angkutan
Orang
dan/atau
Barang Antar
Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Ko
ta yang
Tersedia
2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk
Pelayanan
Angkutan Perkotaan
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yang Melampaui
Batas 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.10.0 | Perumusan Jumlah 1 1 1 1 100 1
001 ngﬁgn;eﬁﬂgggﬁn DOk_l_Jmen Dokumen | Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
untuk Angkutan Kebijakan
Perkotaan Penetapan
Kewenangan Kawasan
Kabupaten/Kota e —
untuk
Angkutan
Perkotaan
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.10 Penerbitan Izin
Penyelenggaraa
n Angkutan
Orang dalam
Trayek Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
215022140 | Koordinasi dan Jumlah 12 12 12 12 100 12
002 Sinkronisasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Pengawasan Koordinasi
Pelaksanaan Izin dan
Penyelenggaraan ; ——
Angkutan Orang Sinkronisasi
dalam Trayek Pengawasan
Kewenangan P(_—:‘Iaksanaan
Kabupaten/Kota Izin
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Penyelenggar
aan Angkutan

Orang dalam
Trayek
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta
2.15.02.2.14.0 | Easilitasi Jumlah 1 1 1 1 1
003 Pemenuhan Laporan Unit Unit Unit Unit Unit
Persyaratan Koordinasi
Perolehan Izin dan
Penyelenggaraa | Sinkronisasi
n Angkutan Pengawasan
Orang dalam Pelaksanaan
Trayek 1zin
Kewenangan Penyelenggar
Kabupaten/Kota | aan Angkutan
dalam Sistem Orang dalam
Pelayanan Trayek
Perizinan Kewenangan
Berusaha Kabupaten/Ko
Terintegrasi ta
Secara
Elektronik
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan merupakan bagian dari pelayanan umum
atau pelayan publik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi urusan wajib
bukan pelayanan dasar. Sesuai arahan dalam dokumen rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 — 2045 dan
rancangan Rencana Pemangunan Derah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 aspek
Perhubungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan
daerah, sehingga kebijakan/rencana/program harus mempertimbangkan aspek
Perhubungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi di dalamnya.

Untuk Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas
peningkatan kualitas Perhubungan sesuai yang termuat dalam dokumen rencana strategis
sampai dengan tahun 2025 - 2029 melalui program prioritas Penyelenggara Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya diimplementasikan dalam capaian kinerja
sebagaimana berikut :

Sasaran . - Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan

Transportasi Kabupaten/Kota
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan PD

Strategi . - Penguatan layanan dasar transportasi publik
- Modernisasi sistem layanan transportasi
- Pengembangan insfrastruktur dan sarana dan pendukung
transportasi
- Peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas
- Penerapan manajemen keselamatan berbasis data
- Peningkatan profeionalisme dan kompetensi ASN
- Optimalisasi tata Kelola berbasis digital

Arah Do- Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C

Kebijakan - Pengembangan angkutan umum yang terjangkau dan
terintegrasi
Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu,
marka, APILL)

- Audit dan inspeksi keselamatan transportasi
- Penerapan manajemen keselamatan berbasis data

- Meningkatkan professionalism ASN dan pengembangan
kompetensi
Digitalisasi pelayanan public transportasi

Program : 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ)
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Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

. Realisasi Proyeksi Cacatan
No. Indikator ::l;g QKK/S Target Renstra Dinas Capaian Analisis
2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap IKU 85 86 87 86

Pelayanan Transportasi Daerah
2. Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah IKU 99,99 99,99 99,99 99,99

Kabupaten/Kota
3. Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah IKU BB BB BB BB
4. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota IKK 86% 86% 86% 86% 86% 86%
5. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota IKK 51% 51% 51% 51% 51% 51%
6. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan SDGS

modal transportasi
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tabel 2.4
Isu Strategis Kementrian Perhubungan dan Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan

Isu Strategis Kementrian Perhubungan

Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan

- Peningkatan konektivitas antar wilayah
dan antar moda transportasi secara
nasional

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan
angkutan umum antar kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Selatan

- Pengembangan transportasi publik yang
efisien, inklusif, dan ramah lingkungan

Masih rendahnya aksesibilitas dan
mobilitas menuju kawasan pelabuhan dan
simpul transportasi

- Peningkatan keselamatan transportasi
dan pengawasan terhadap kendaraan
bermuatan berlebih (ODOL)

Rendahnya kualitas dan keselamatan lalu
lintas jalan

- Transformasi digital dan modernisasi
pelayanan transportasi

Kurangnya integrasi antar moda dan
keterpaduan sarana prasarana
transportasi

- Reformasi tata kelola dan peningkatan
kualitas pelayanan publik sektor
transportas

Perlunya transportasi yang ramah
lingkungan dan efisien energi

- Pengembangan transportasi
berkelanjutan dan rendah emisi karbon

Masih terbatasnya kapasitas SDM dan
kelembagaan sektor transportasi

- Peningkatan integrasi sistem logistik
nasional dan transportasi daerah

Keterbatasan data dan sistem informasi
transportasi daerah

Tabel 2.5
Isu Strategis RPIJMD Kabupaten Tabalong dan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong dalam renstra 2025 - 2029

Isu Strategis RPJMD Kabupaten | Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan
Tabalong Kabupaten Tabalong
- Pembangunan Sarana dan | - Peningkatan keselamatan jalan dan
Prasarana Wilayah yang manajemen lalu lintas Daerah
Mendukung Perekonomian - Penguatan sarana dan pendukung
transportasi darat, terminal, dan
perparkiran
- Peningkatan pelayanan dan
keterjangkauan angkutan umum dan

perintis

Modernisasi dan digitalisasi layanan uji
kendaraan bermotor

Optimalisasi pemanfaatan Bandara
Warukin sebagai simpul konektivitas udara
regional
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Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Layanan | Meningkatnya Kualitas | Penguatan layanan | Rehabilitasi dan
Transportasi daerah Pelayanan dan dasar transportasi | Pemeliharaan terminal
yang terhubung, Keselamatan publik Tipe C
berkeselamatan, dan Transportasi
berkelanjutan Kabupaten/Kota _ _

Moderasi sistem | Pengembangan

layanan transportasi

angkutan umum yang
terjangkau dan
terintegrasi

Pengembangan Peneydiaan fasilitas
insfrastruktur dan | keselamatan lalu lintas
sarana pendukung (rambu, marka, APILL)
transportasi

Peningkatan Audit dan inspeksi
kesadaran dan | keselamatan
kepatuhan berlaly | transportasi

lintas

Penerapan Penerapan
manajemen manajemen

keselamatan berbasis
data

keselamatan berbasis
data

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Pemerintahan PD

Peningkatan

Meningkatkan

profesionalisme  dan | Profesionalisme ASN

kompetensi ASN dan pengembangan
kompetensi

Optimalisasi tata | Digitalisasi pelayanan

Kelola berbasis digital

public transportasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review RKPD dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian antara

rancangan awal RKPD dengan kebutuhan riil dinas, program yang tertera dalam

rancangan awal RKPD disandingkan dengan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan.
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Tabel 2. 6.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
Penting

Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target
Capaia
n

Pagu
Indikator

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Targe

Capai
an

Pagu
Indikator

3 4

5

6

8 9

10

11

12

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/
KOTA.

Dishub Predikat nilai AKIP Perangkat

Daerah

(BB)

33.021.198.000

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/
KOTA.

Dishub Predikat nilai AKIP Perangkat

Daerah

(BB)

38.628.539.165

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

DISHUB Jumlah Laporan Capaian

Kab. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Tabalong

21
Laporan

200.000.000

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

DISHUB | Jumlah Laporan Capaian

Kab. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Tabalong

21

Lapora
n

299.910.000

Penambahan
anggaran
kegiatan
perencanaan
dimaksudkan
untuk
mendukung
optimalisasi
pelaksanaan
rapat capaian
kinerja dan
evaluasi kinerja
SKPD tahun
berjalan, serta
kegiatan
perencanaan
lainnya.
Anggaran ini
juga diarahkan
untuk
peningkatan
kapasitas SDM
perencanaan
dan keuangan,
termasuk
pembiayaan
koordinasi guna
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menunjang
efektivitas
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
dan
pengelolaan
keuangan
daerah

2. Pelaksanaan DISHUB Jumlah Data Statistik Sektoral 3 50.000.000 | Pelaksanaan DISHUB | Jumlah Data Statistik Sektoral 3 78.040.0000 | Penambahan
Pengumpulan Data Kab. Daerah yang Telah Dikumpulkan Data Pengumpulan Data Kab. Daerah yang Telah Dikumpulkan Data anggaran
Statistik Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat Statistik Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat kegiatan
Tabalong | paerah Tabalong | paerah pengumpulan
data sektoral
dimaksudkan
untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan
pengumpulan,
validasi, dan
pemutakhiran
data sektoral
sebagai dasar
perencanaan,
pengendalian,
dan evaluasi
kinerja SKPD
tahun berjalan.
Anggaran ini
juga diarahkan
untuk
peningkatan
kapasitas SDM
pengelola data,
serta
pembiayaan
koordinasi
dalam rangka
mewujudkan
ketersediaan
data yang
berkualitas,
akurat, dan
terintegras

3. Penyediaan Gaji dan DISHUB Jumlah Orang yang Menerima 14 8.777.238.000 | Penyediaan Gaji dan DISHUB Jumlah Orang yang Menerima 14 8.818.278.000 | Penambahan
Tunjangan ASN Kab. Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B Tunjangan ASN Kab. Gaji dan Tunjangan ASN oOrang/ anggaran

ulan Bulan belanja gaji
Tabalong dialokasikan
sebagai langkah
antisipatif guna
mengakomodasi
potensi

Tabalong
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penambahan
ASN, serta
penyesuaian
penghasilan
yang timbul
akibat kenaikan
pangkat dan
kenaikan gaji
berkala ASN
pada tahun
berjalan.
4. Koordinasi dan DISHUB Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 1.500.000 | Koordinasi dan DISHUB Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 1.500.000
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun Kab. Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Koordinasi Penyusunan Laporan Lapr)10ra
SKPD Tabalong | Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD Tabalong | Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan DISHUB | Jumlah Laporan Keuangan 12 3.000.000 | Koordinasi dan DISHUB | Jumlah Laporan Keuangan 12 3.500.000
Penyusunan Laporan Kab. Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Penyusunan Laporan Kab. Bulanan/ Triwulanan/ Lapora
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan n
Triwulanan/ Semesteran Tabalong | Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran Tabalong | Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
6. Pengadaan Pakaian DISHUB | Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 100.000.000 | Pengadaan Pakaian DISHUB | Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 114.340.000 | Kekurangan
Dinas beserta Atribut Kab. beserta Atribut Kelengkapan Paket Dinas beserta Atribut Kab. beserta Atribut Kelengkapan paket untuk pembelian
Kelengkapannya Kelengkapannya sasirangan, baju
Tabalong Tabalong seragam dan
baju napak tilas
7. Pendidikan dan Pelatihan DISHUB Jumlah Pegawai Berdasarkan 15 150.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan DISHUB Jumlah Pegawai Berdasarkan 45 276.146.000 | Kekurangan
Pegawai Berdasarkan Kab. Tugas dan Fungsi yang Orang Pegawai Berdasarkan Kab. Tugas dan Fungsi yang Orang untuk biaya
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan kontribusi
Tabalong | pelatihan Tabalong | pelatihan Bimtek Teknis
PPNS, dan
bimtek lainnya
sebesar
8. Penyediaan Komponen DISHUB Jumlah Paket Komponen 22 28.000.000 | Penyediaan Komponen DISHUB | Jumlah Paket Komponen 22 28.437.382 | Kekurangan
Instalasi Kab. Instalasi Listrik/Penerangan paket Instalasi Kab. Instalasi Listrik/Penerangan Paket untuk pembelian
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang lampu hias,
Bangunan Kantor Tabalong | pisediakan Bangunan Kantor Tabalong | pisediakan lampu sorot dll
sebesar
9. Penyediaan Peralatan DISHUB Jumlah Paket Peralatan dan 91 400.000.000 | Penyediaan Peralatan DISHUB | Jumlah Paket Peralatan dan 91 899.485.380 | 1.Kekurangan
dan Perlengkapan Kantor Kab. Perlengkapan Kantor yang paket dan Perlengkapan Kantor Kab. Perlengkapan Kantor yang Paket untuk belanja
Disediakan Disediakan ATK
Tabalong Tabalong 2.Usulan
penambahan
anggaran
belanja modal
untuk
pengadaan
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masing-masing

2 unit laptop
dan 2 unit PC
pada Sub
Bagian
Perencanaan
dan Keuangan
guna
mendukung
optimalisasi
kinerja dan
pengelolaan
data
Perencanaan
dan Keuangan.
10. Penyediaan Barang DISHUB Jumlah Paket Barang Cetakan 14 43.000.000 | Penyediaan Barang DISHUB | Jumlah Paket Barang Cetakan 14 48.958.610 | Kekurangan
Cetakan dan Kab dan Penggandaan yang Paket Cetakan dan Kab dan Penggandaan yang paket untuk belanja
Penggandaan ' Disediakan Penggandaan ' Disediakan belanja cetak
Tabalong Tabalong Spanduk, MAP
dinas dan
Umbul-umbul
11. Penyelenggaraan Rapat DISHUB Jumlah Laporan 170 443.756.000 | Penyelenggaraan Rapat DISHUB Jumlah Laporan 170 447.596.000 Kekurangan
Koordinasi dan Konsultasi Kab Penyelenggaraan Rapat Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kab Penyelenggaraan Rapat Lapora belanja
SKPD ' Koordinasi dan Konsultasi SKPD ' Koordinasi dan Konsultasi n Perjalanan
Tabalong | skpp Tabalong | skpp Dinas Biasa
12. Penyediaan Jasa Surat DISHUB | Jumlah Laporan Penyediaan 1 22.500.000 | Penyediaan Jasa Surat DISHUB | Jumlah Laporan Penyediaan 1 25.000.000 | Kekurangan
Menyurat Kab Jasa Surat Menyurat Laporan Menyurat Kab Jasa Surat Menyurat Lapora untuk belanja
' ' n langganan surat
Tabalong Tabalong kabar dan iklan
sebesar
13. Penyediaan Jasa DISHUB Jumlah Laporan Penyediaan 12 500.000.000 | Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan Penyediaan 12 532.700.000
Komuni_kasi, SL_Jml_)er Kab. Jasa Konjunikasi, Sur_nbe_r Daya Laporan Komuni_kasi, Sl_Jml_Jer Kab. Jasa Komunikasi, Sur_nbe_r Daya Lapora Kekurangan
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan n untuk belnaja
Tabalong Tabalong tagihan listrik
14. Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan Penyediaan 12 5.290.540.000 | Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan Penyediaan 12 5.154.175.070 | Digeser ke
Pelayanan Umum Kantor Kab. J:ﬁa gizé?gi?;nUmum Kantor Laporan Pelayanan Umum Kantor Kab. Jgﬁa g?eslzy(lj?:?;nUmum Kantor Lapora rekeniqg belanja
Tabalong yang Tabalong yang n }/ang diperlukan
15. Penyediaan Jasa DISHUB Jumlah Kendaraan Dinas 34 604.800.000 | Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Kendaraan Dinas 34 438.565.000
Pemeliharaan, Biaya Kab Operasional atau Lapangan Unit Pemeliharaan, Biaya Kab Operasional atau Lapangan Unit
Pemeliharaan, Pajak dan ’ yang Dipelihara dan dibayarkan Pemeliharaan, Pajak dan ’ yang Dipelihara dan dibayarkan
Perizinan Kendaraan Tabalong | pajak dan Perizinannya Perizinan Kendaraan Tabalong | pajak dan Perizinannya Digeser ke
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau rekening belanja
Lapangan Lapangan yang diperlukan
16. Pemeliharaan Peralatan DISHUB Jumlah Peralatan dan Mesin 120 88.190.000 | Pemeliharaan Peralatan DISHUB | Jumlah Peralatan dan Mesin 120 99.030.000 | Pemeliharaan
dan Mesin Lainnya Kab. Lainnya yang Dipelihara Unit dan Mesin Lainnya Kab. Lainnya yang Dipelihara Unit AC_:, Genset,
Printer, PC, dan
Tabalong Tabalong Laptop belum
terakomidir
seluruhnya
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sebesar Rp.
44.680.000,-

17 Pemeliharaan/Rehabilitas DISHUB Jumlah Gedung Kantor dan 1 90.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi DISHUB | Jumlah Gedung Kantor dan 1 1.407.175.818
i Gedung Kantor dan Kab. Bangunan Lainnya yang Unit Gedung Kantor dan Kab. Bangunan Lainnya yang Unit Rehab Ruangan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitas Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitas Kadis dan
Tabalong Tabalong Sekretaris
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No . Catatan Penting
Program / Kgglatan / Lokasi Indikator Kinerja Targ‘et Pagu Indikator Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targlet Pagu Indikator
Sub Kegiatan Capaian Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II. PROGRAM DISHUB | Konektivitas Darat 86 16.228.674.000 | PROGRAM DISHUB | Konektivitas Darat 87 19.956.201.905
PENYELENGGARAAN Kab (%) PENYELENGGARAAN Kab (%)
LALU LINTAS DAN ) LALU LINTAS DAN ’
ANGKUTAN JALAN Tabalong ANGKUTAN JALAN Tabalong
(LLAJ). (LLAJ).
Persentase 100 Persentase 100
kelengkapan jalan Perlengkapan jalan
yang telah Terpasang yang telah Terpasang
terhadap Kondisi terhadap Kondisi
Ideal (%) Ideal (%)
Persentase layanan 100 Persentase layanan 100
Jasa sarana dan Jasa sarana dan
prasarana fasilitas prasarana fasilitas
keselamatan keselamtan
perhubungan (%) perhubungan (%)
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1. Pelaksanaan DISHUB | Jumlah Dokumen 1 222.500.000 | Pelaksanaan DISHUB Jumlah Dokumen 1 222.500.000
Penyusunan Rencana Kab Penyusunan Rencana Dok Penyusunan Rencana Kab Penyusunan Rencana Dok
Induk Jaringan LLAJ - Induk Jaringan LLAJ oxumen Induk Jaringan LLAJ an. Induk Jaringan LLAJ oxumen
Kabupaten/Kota Tabalong | Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tabalong | Kabupaten/Kota
2. Penetapan Kebijakan dan DISHUB | Jumlah Dokumen 12 71.557.000 | Penetapan Kebijakan dan DISHUB | Jumlah Dokumen 1 71.557.000
Sosialisasi Rencana Penetapan Kebijakan Sosialisasi Rencana Penetapan Kebijakan
: Kab. T Dokumen - Kab. N Dokumen
Induk Jaringan LLAJ dan Sosialisasi Induk Jaringan LLAJ dan Sosialisasi
Kabupaten/ Kota Tabalong | Rencana Induk Kabupaten/ Kota Tabalong | Rencana Induk
Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3. Penyediaan DISHUB | Jumlah Perlengkapan 250 1.500.000.000 | Penyediaan DISHUB | Jumlah Perlengkapan 250 1.750.800.149 | Masih banyak Ruas jalan yang
Perlengkapan Jalan di Kab. Jalan di Jalan Unit Perlengkapan Jalan di Kab. Jalan di Jalan Unit memerlukan Fasilitas
Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Keselamatan baik dari data
Tabalong | Tersedia Tabalong | Tersedia hasil Survey, Laporan, Renduk,
Permohonan Penanganan
ataupun Pokir Anggota DPRD,
dan belanja rutin (Pembayaran
Listrik dan Air ) Fasilitas
Keselamatan dan Fasilitas
Umum di Wilayah Kabupaten
Tabalong, kekurangan sebesar
4. Rehabilitasi dan DISHUB | Jumlah Perlengkapan 457 500.000.000 | Rehabilitasi dan DISHUB | Jumlah Perlengkapan 250 183.541.165
Pemeliharaan Jalan yang : Pemeliharaan Jalan yang ;
Kab. e Unit Kab. . Unit
Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Digeser ke rekeing belania van
Tabalong Terpelihara Tabalong Terpelihara g g ja yang
memerlukan
5. Pembangunan Rute DISHUB | Jumlah kawasan 2 1.335.012.400 | Pembangunan Rute DISHUB | Jumlah kawasan 6 1.335.012.400
Aman Selamat Sekolah Kab pembangunan Rute Unit Aman Selamat Sekolah Kab pembangunan Rute Unit
(RASS) ' Aman Selamat Sekolah (RASS) ' Aman Selamat Sekolah
Tabalong | yang terbangun Tabalong | yang terbangun
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6. Pembangunan Zona DISHUB | Jumlah Terbangunnya 2 887.953.000 | Pembangunan Zona DISHUB | Jumlah Terbangunnya 4 887.953.000
Selamat Sekolah (ZOSS) Kab Zona Selamat Sekolah Unit Selamat Sekolah (ZOSS) Kab Zona Selamat Sekolah Unit
' (ZOSS) ' (ZOSS)
Tabalong Tabalong
7. Sosialisasi Pelaksanaan DISHUB | Jumlah Laporan 1 361.378.000 | Sosialisasi Pelaksanaan DISHUB | Jumlah Laporan 3 343.623.383 | Sosialisasi atas Perubahan/
Manajemen dan Kab Sosialisasi Dokumen Manajemen dan Kab Sosialisasi Dokumen rekayasa lalu lintas dikabupaten
Rekayasa Lalu Lintas ' Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas ' Pelaksanaan Tabalong, baik bersifat Statis
untuk Jaringan Jalan Tabalong | Manajemen dan untuk Jaringan Jalan Tabalong | Manajemen dan ataupun Dinamis kepada
Kabupaten/Kota Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten/Kota Rekayasa Lalu Lintas masyarakat Tabalong
untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan khususnya pengguna jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
8. Forum Lalu Lintas dan DISHUB | Jumlah laporan Forum 1 267.000.000 | Forum Lalu Lintas dan DISHUB | Jumlah laporan Forum 3 267.000.000 | Sarana penyampaian/ diskusi
Angkutan Jalan untuk Kab Lalu Lintas dan Laporan Angkutan Jalan untuk Kab Lalu Lintas dan Laporan pengambilan keputusan
Jaringan Jalan ' Angkutan Jalan untuk P Jaringan Jalan ' Angkutan Jalan untuk P khususnya terkait
Kabupaten/ Kota Tabalong | jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Tabalong | jaringan Jalan permasalahan Lalu lintas dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Angkutan jalan di wilayah
Kabupaten Tabalong (Instansi
terkait Pemda, Instasi Vertikal )
9. | Pengadaan dan DISHUB | Jumlah Perlengkapan 3 4.361.935.000 | Pengadaan dan DISHUB | Jumlah Perlengkapan 3 4.361.935.000 | Beperapa Ruas jalan yang perlu
Pemasangan Kab Jalan dalam Rangka Dokumen Pemasangan Kab Jalan dalam Rangka Dokumen penanganan, khususnya
Perlengkapan Jalan ) Manajemen dan Perlengkapan Jalan ) Manajemen dan penanganan Rekayasa
dalam rangka Manajemen | Tabalong | Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Manajemen | Tabalong | Rekayasa Lalu Lintas laluli i i i
alulintas baik bersifat Statis
dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan atau Dinamis oleh Bidang Lalu
pengadaan dan pengadaan dan Lintas dan Keselamatan pada
Pemasangan Pemasangan Dinas Perhubungan
10. | Koordinasi dan DISHUB Jumlah Laporan 2 183.845.000 | Koordinasi dan DISHUB Jumlah Laporan 1 183.845.000
Sinkronisasi Penilaian Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Koordinasi dan
Kab. Laporan Kab. Laporan iadi
Hasil Andalalin Sinkronisasi Penilaian P Hasil Andalalin Sinkronisasi Penilaian P Kabupaten Tabalong menjadi
Tabalong | Hasil Andalalin Tabalong | Hasil Andalalin pelopor dimana semua Tempat/

Bangunan Pemerintah Daerah
yang berpotensi Adanya
Dampak Lalu Lintas
(Rendah/Sedang/Tinggi)mempu
nyai Dokumen ANDALALIN )
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11. | Peningkatan Andalalin DISHUB | Jumlah penilai 1 31.150.000 | Peningkatan Andalalin DISHUB | Jumlah penilai 1 31.150.000
Kompetensi Penilai Kab. Apdalalin yang Orang Kompetensi Penilai Kab. Ar'!dalalin yang Orang
ditingkatkan ditingkatkan
Tabalong | kompetensinya dan Tabalong | kompetensinya dan
tersertifikasi tersertifikasi
12. | Pengawasan DISHUB | Jumlah laporan 1 19.040.000 | Pengawasan DISHUB | Jumlah laporan 1 19.040.000
Pelaksanaan Rekomendasi Pelaksanaan Rekomendasi
Rekomendasi Andalalin Kab. Persetujuan Teknis Laporan Rekomendasi Andalalin Kab. Persetujuan Teknis Laporan
Tabalong | Andalalin yang Tabalong | Andalalin yang
terawasi terawasi
13. | Pelaksanaan Inspeksi, DISHUB | Jumlah Laporan 3 412.157.000 | Pelaksanaan Inspeksi, DISHUB | Jumlah Laporan 3 412.157.000 | Pelaksanaan Posko Lebaran
Audit_dan Pemantauan Kab. Inspeksi, Audit dan_ Laporan Audit‘dan Pemantauan Kab. Inspeksi, Audit daq Laporan dan NataI'Tahun Baru,
Terminal Pemantauan Terminal Terminal Pemantauan Terminal pendampingan (Patwal)
Tabalong Tabalong bersama Instansi terkait (TNI,
POLRI), Keselamatan Lalu
Lintas Angkutan Jalan,
Pelaksanaan Program Nasional
Pelajar Pelopor Keselamatan
LLAJ Tingkat Kabupaten/
Provinsi/ Nasional, Rencana
Aksi Keselamatan LLAJ Di
Wilayah Kab. Tabalong, Belanja
Rutin (Listrik dan Air) Pos
Selongan dan Guru Danau
14. | Pelaksanaan Inspeksi, DISHUB | Jumlah Laporan 3 267.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, DISHUB | Jumlah Laporan 3 267.000.000 | pelaksanaan Gatur dan
Audit dan Pemantauan Kab. Inspeksi, Audit dan Laporan Audit dan Pemantauan Kab. Inspeksi, Audit dan Laporan Pendampingngan (Patwal)
Pemenuhan Persyaratan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Pemantauan bersama instasi terkait (TNI
Penyelenggaraan Tabalong | pemenuhan Penyelenggaraan Tabalong | pemenuhan POLRI) , Pelaksanaan Program
Kompetensi Pengemudi Persyaratan Kompetensi Pengemudi Persyaratan Nasional Pemilihan Abdi Yasa
Kendaraan Bermotor Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Penyelenggaraan Teladan Tingkat Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kompetensi Kabupaten/Kota Kompetensi Provinsi/ Nasional
Pengemudi Kendaraan Pengemudi Kendaraan
Bermotor Bermotor
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
15. | Pelaksanaan Inspeksi, DISHUB | Jumlah laporan 3 250.481.600 | Pelaksanaan Inspeksi, DISHUB | Jumlah laporan 3 250.481.600 | Pelaksanaan Inspeksi dan Audit
A_udit dan Per_nantauan Kab. Inspeksi, Audit_dan Laporan A_udit dan Per_nantauan Kab. Inspeksi, Audit_dan Laporan Kese_lamatan bersam_a instasi
Sistem Manajemen Pemantauan Sistem Sistem Manajemen Pemantauan Sistem terkait (TNI POLRI) di Wilayah
Keselamatan Perusahaan | Tabalong | manajemen Keselamatan Perusahaan | Tabalong | manajemen KabupatenTabalong,
Angkutan Umum Keselamatan Angkutan Umum Keselamatan

Perusahaan Angkutan
Umum

Perusahaan Angkutan
Umum
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16. | Peningkatan Kapasitas DISHUB | Jumlah Auditor dan 1 30.000.000 | Peningkatan Kapasitas DISHUB | Jumlah Auditor dan 1 30.000.000 | Perlu adanya peningkatan SDM
Auditor dan Inspektor Kab. Inspektor Lalu Lintas Orang Auditor dan Inspektor Kab. Inspektor Lalu Lintas Orang pada Dinas Perhubungan
Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan khususnya Auditor dan
Jalan Tabalong | yang ditingkatkan Jalan Tabalong | yang ditingkatkan Inspektor Lalu Lintas dan
kapasitasnya kapasitasnya Angkutan Jalan
17. | Revitalisasi Terminal Tipe DISHUB Jumlah Terminal yang 1 0 | Revitalisasi Terminal Tipe DISHUB Jumlah Terminal yang 1 0 | Kekurangan 2,5 M untuk
C (Fasilitas Utama dan Kab. direvitalisasi (Fasilitas Unit C (Fasilitas Utama dan Kab. direvitalisasi (Fasilitas Unit Revitalisasi Terminal Kelua
Penunjang) Utama dan Penunjang) Penunjang) Utama dan Penunjang) (Pembangunan Musholla dan
Tabalong Tabalong WC untuk Disabilitas, Penataan
dan Pembangunan 10 Toko,
dan Marka serta Rambu
Petunjuk)
18. | Pengawasan Operasional DISHUB | Jumlah Terminal 3 150.000.000 | Pengawasan Operasional DISHUB | Jumlah Terminal 3 300.000.000
Terminal Penumpang tipe Kab. Penumpang Tipe C Dokumen Terminal Penumpang tipe Kab. Penumpang Tipe C Dokumen
c yang diawasi c yang diawasi
Tabalong Tabalong
Kekurangan anngaran untuk
operasional pengawasan
terminal
19. | Rehabilitasi dan DISHUB | Jumlah Terminal Tipe 2 0 | Rehabilitasi dan DISHUB | Jumlah Terminal Tipe 1 183.541.165 | Kekurangan 1,7 M untuk
Pemeliharaan Terminal Kab. C (Fasilitas Utama dan Unit Pemeliharaan Terminal Kab. C (Fasilitas Utama dan Unit Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Tipe C (Fasilitas Utama Penunjang) yang Tipe C (Fasilitas Utama Penunjang) yang Terminal Mabuun (Atap Kios,
dan Penunjang) Tabalong | terehabilitasi dan dan Penunjang) Tabalong | terehabilitasi dan Pengaspalan Jalan, dan Kantor
terpelihara terpelihara Operasional)
20. | Fasilitasi Pemenuhan DISHUB | Jumlah Dokumen 1 200.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan DISHUB Jumlah Dokumen 1 153.763.000
P(_ersyaratan Perolehan Kab. Pemenuhan Dokumen Pt_arsyaratan Perolehan Kab. Pemenuhan Dokumen
Izin Penyelenggaraan Persyaratan Perolehan 1zin Penyelenggaraan Persyaratan Perolehan
dan Pembangunan Tabalong | |zin Penyelenggaraan dan Pembangunan Tabalong | |zin Penyelenggaraan

Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
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21. | Koordinasi dan DISHUB | Jumlah Laporan 36 100.000.000 | Koordinasi dan DISHUB | Jumlah Laporan 36 196.237.000
Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Kekurangan Anggaran Untuk
Kab. Laporan Kab. Laporan ; -
Pelaksanaan Izin Sinkronisasi P Pelaksanaan Izin Sinkronisasi P Operasional qu|l Derelk Dalam
Penyelenggaraan dan Tabalong | pengawasan Penyelenggaraan dan Tabalong | pengawasan Satu Tahun dari Januari sampai
Pembangunan Fasilitas Pelaksanaan Izin Pembangunan Fasilitas Pelaksanaan Izin dengan Desember 2026
Parkir Kewenangan Penyelenggaraan dan Parkir Kewenangan Penyelenggaraan dan
Kabupaten/Kota Terbangunnya Fasilitas Kabupaten/Kota Terbangunnya Fasilitas
Parkir Kewenangan Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
22. | Penyediaan Sarana dan DISHUB | Jumlah Sarana dan 14 0 Penyediaan Sarana dan DISHUB | Jumlah Sarana dan 1 1.900.000.000 | Pengadaan gedung kantor dan
Prasarana Pengujian Kab. Prasarana Pengujian Unit Prasarana Pengujian Kab. Prasarana Pengujian Unit garasi
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan
Bermotor (APBD) Tabalong | Bermotor yang Bermotor Tabalong | Bermotor yang
Tersedia Tersedia
23. | Sosialisasi Standar DISHUB | Jumlah 1 0 | Sosialisasi Standar DISHUB | Jumlah 1 70.000.000
Operasional Prosedur Kab. LaporanSosialisasi Laporan Operasional Prosedur Kab. LaporanSosialisasi Laporan
Pengujian Berkala Standar Operasional Pengujian Berkala Standar Operasional
Kendaraan Bermotor Tabalong | prosedur Penguijian Kendaraan Bermotor Tabalong | prosedur Pengujian
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan
Bermotor Bermotor
Tindak Lanjut Pokir
24. | Pemeliharaan Sarana DISHUB | Jumlah Sarana dan 13 0 | Pemeliharaan Sarana DISHUB | Jumlah Sarana dan 13 343.380.000 ) o
dan Prasarana Penguijian Kab Prasarana Penguijian Unit dan Prasarana Penguijian Kab Prasarana Penguijian Unit Pemeliharaan 10 unit Hiace
Berkala Kendaraan ' Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan ' Berkala Kendaraan
Bermotor Tabalong | Bermotor yang Bermotor Tabalong | germotor yang
Terpelihara Terpelihara
25. | Koordinasi DISHUB | Jumlah Laporan 4 0 | Koordinasi DISHUB | Jumlah Laporan 4 50.000.000 | rapat-rapat koordinasi dan
Penyel_(_enggaraan Kab. Koordinasi Lpaoran Penyel_gnggaraan Kab. Koordinasi Lpaoran konsultasi UPTD Balai PKB
Pengujian Berkala Penyelenggaraan Pengujian Berkala Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Tabalong | penguijian Berkala Kendaraan Bermotor Tabalong | pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor
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26. | Pengendalian dan DISHUB | Jumlah Laporan 4 540.000.000 | Pengendalian dan DISHUB | Jumlah Laporan 4 343.333.000
Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan
Ketersediaan Angkutan Kab. Pengawasan Laporan Ketersediaan Angkutan Kab. Pengawasan Laporan
Umum untuk Jasa Tabalong | Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Tabalong | Ketersediaan Angkutan
Angkutan Orang dan/atau Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Umum untuk Jasa
Barang Antar Kota dalam Angkutan Orang Barang Antar Kota dalam Angkutan Orang
1 (Satu) Kabupaten/Kota dan/atau Barang Antar 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu) Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
27. | Penyediaan Angkutan DISHUB | Jumlah Armada 55 4.180.000.000 | Penyediaan Angkutan DISHUB | Jumlah Armada 55 4.715.766.000
Umum untuk Jasa Kab. Angkutan Umum untuk Unit Umum untuk Jasa Kab. Angkutan Umum untuk Unit
Angkutan Orang dan/atau Jasa Angkutan Orang Angkutan Orang dan/atau Jasa Angkutan Orang
Barang Antar Kota dalam | Tabalong | gan/atau Barang Antar Barang Antar Kota dalam | Tabalong | gap/atau Barang Antar
1 (Satu) Daerah Kota dalam 1 (Satu) 1 (Satu) Daerah Kota dalam 1 (Satu) .
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tambahan unyuk opera5|onql
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang angkutan gratis langsat manis
Tersedia Tersedia untuk pelajar dan kegitan
masnyarakat
28. | Perumusan Kebijakan DISHUB | Jumlah Dokumen 1 277.665.000 | Perumusan Kebijakan DISHUB | Jumlah Dokumen 1 502.665.000
Penetapan Kawasan Kebijakan Penetapan Penetapan Kawasan Kebijakan Penetapan . L
Perkota?an untuk Kab. Kawasan Perkotaan Dokumen Perkottfan untuk Kab. Kawasan Perkotaan Dokumen Kekurangan biaya sosialisasi
Angkutan Perkotaan Tabalong | yntuk Angkutan Angkutan Perkotaan Tabalong | yntuk Angkutan keselamatan untuk para
Kewenangan Perkotaan Kewenangan Perkotaan petugas angkutan kota sebesar
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
29. | Koordinasi dan DISHUB | Jumlah Dokumen 12 80.000.000 | Koordinasi dan DISHUB | Jumlah Dokumen 12 514.262.357 | Kekurangan Monitoring dan
Sinkronisasi Pengawasan Kab. Sosialisasi dan Uji Laporan Sinkronisasi Pengawasan Kab. Sosialisasi dan Uji Laporan koordinasi dengan Dishub
Pelaksanaan Izin Coba Pelaksanaan Pelaksanaan Izin Coba Pelaksanaan Provinsi dan
Penyelenggaraan Tabalong | Kebijakan Penetapan Penyelenggaraan Tabalong | Kebijakan Penetapan BPTD/Kementerian
Angkutan Orang dalam Kawasan Perkotaan Angkutan Orang dalam Kawasan Perkotaan Perhubungan serta peningkatan
Trayek Kewenangan untuk Angkutan Trayek Kewenangan untuk Angkutan SDM bidang angkutan
Kabupaten/Kota Perkotaan Kabupaten/Kota Perkotaan
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
UPTD PKB 1.500.000.000 UPTD PKB 1.380.000.000
30. Penyediaan Sarana dan DISHUB | Jumlah Sarana dan 14 1.500.000.000 Penyediaan Sarana dan DISHUB | Jumlah Sarana dan 14 1.380.000.000 | Operasional BLUD
Prasarana Pengujian Kab. Prasarana Penguijian Unit Prasarana Pengujian Kab. Prasarana Penguijian Unit
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan
Bermotor Tabalong | Bermotor yang Bermotor Tabalong | Bermotor yang

Tersedia

Tersedia
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UPTD BANDARA WARUKIN 3.500.000.000
31. | Pendidikan dan Pelatihan DISHUB Jumlah Pegawai 22 Orang Pendidikan dan Pelatihan DISHUB Jumlah Pegawai 30 Orang 65.295.000 | Pembaharuan/Perpanjangan
Pegawai Berdasarkan Kab Berdasarkan Tugas Pegawai Berdasarkan Kab Berdasarkan Tugas Lisensi Petugas Bandara
Tugas dan Fungsi ’ dan Fungsi yang Tugas dan Fungsi ’ dan Fungsi yang sebesar
Tabalong | Mengikuti Pendidikan Tabalong | Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan dan Pelatihan
32. | Penyediaan Peralatan DISHUB | Jumlah Paket 20 Paket Penyediaan Peralatan DISHUB | Jumlah Paket 12 Paket 92.983.975
dan Perlengkapan Kantor Kab Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor Kab Peralatan dan . .
- Perlengkapan Kantor an. Perlengkapan Kantor belanja rutin (ATK Qan
Tabalong | yang Disediakan Tabalong | yang Disediakan keperluan kantor lainnya)
sebesar
33. | Penyediaan Barang DISHUB | Jumlah Paket Barang 1 Paket Penyediaan Barang DISHUB | Jumlah Paket Barang 6 Paket 4.939.799
Cetakan dan Kab Cetakan dan Cetakan dan Kab Cetakan dan
Penggandaan ' Penggandaan yang Penggandaan ' Penggandaan yang
Tabalong | pisediakan Tabalong | pisediakan
34. | Penyelenggaraan Rapat DISHUB | Jumlah Laporan 5 Penyelenggaraan Rapat DISHUB | Jumlah Laporan 12Laporan 96.256.000
Koordinasi dan Konsultasi Kab Penyelenggaraan Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kab Penyelenggaraan
SKPD ' Rapat Koordinasi dan SKPD ' Rapat Koordinasi dan
Tabalong | Konsultasi SKPD Tabalong | Konsultasi SKPD
35. | Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan 12 Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan 12 54.000.000
Komunikasi, Sumber Kab Penyediaan Jasa Laporan Komunikasi, Sumber Kab Penyediaan Jasa Laporan
Daya Air dan Listrik ' Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ' Komunikasi, Sumber
Tabalong | paya Air dan Listrik Tabalong | paya Air dan Listrik

yang Disediakan

yang Disediakan
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36. | Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan 12 Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Laporan 12 3.082.205.226
Pelayanan Umum Kantor Kab. Penyediaan Jasa Laporan Pelayanan Umum Kantor Kab. Penyediaan Jasa Laporan
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Tabalong | Kantor yang Tabalong | Kantor yang
Disediakan Disediakan
37. | Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Kendaraan 3 Unit Penyediaan Jasa DISHUB | Jumlah Kendaraan 5 Unit 90.800.000
Pemeliharaan, Biaya Kab. Dinas Operasional atau Pemeliharaan, Biaya Kab. Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Tabalong | Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Tabalong | pipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya Lapangan Perizinannya
38. | Pemeliharaan Peralatan DISHUB | Jumlah Peralatan dan 6 Unit Pemeliharaan Peralatan DISHUB | Jumlah Peralatan dan 9 Unit 13.520.000
dan Mesin Lainnya Kab. Mesin Lainnya yang dan Mesin Lainnya Kab. Mesin Lainnya yang
Dipelihara Dipelihara
Tabalong Tabalong
39. | Pemeliharaan/Rehabilitasi | DISHUB | umlah Gedung Kantor - Pemeliharaan/Rehabilitasi | DISHUB | umlah Gedung Kantor 1 Unit 0
Gedung Kantor dan Kab. dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Kab. dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Tabalong | Dipelihara/Direhabilitasi Tabalong | Dipelihara/Direhabilitasi

Pagu Awal Ranwal 2026 Sebesar

Pagu Hasil Analisis Kebutuhan 2026

Rp. 34.521.198.000,-

Rp. 43.508.539.165,-
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Tahun 2026

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

No Program/ Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Catatan
Kegiatan volume

1 (@ 4 (3) (4) (5)

1 Usulan dari kecamatan
melalui musrenbang
masih berlangsung

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
No | Program/Kegiatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran | - iatan
Kegiatan / volume

(OENNE) @) €) 4) (5)

Usulan dari pemangku
kepentingan melalui
aspirasi pokir masih
belum terhimpun
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2.6. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan tentang asal usul dan proses bagaimana program/kegiatan
yang diusulkan oleh pemangku kepentingan diperoleh, serta penjelasan
kesesuaian usulan tersebut ketika dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, disajikan dalam tabel 2.7. sebagai
berikut :
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Tabel 2. 5.

Usulan Pokir Dewan

oPD
NO ID TANGGAL USUL PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI USULAN KE OPD TUJUAN TUJUAN STATUS
USULAN AWAL
AKHIR
Penyediaan Infrastruktur Pengadaan Rambu-Rambu T
Perhubungan, dan Keselamatan | depan TPA Hidayatul lImi Desa Paliat Rt. 03, Kab. | Kabupaten / DINAS DINAS Verifikasi
1 1188410 17-02-2025 PAHMI, S.Sos ) ! ) ' PERHUB Perangkat
Berlalu lintas (Terminal, Marka Tabalong, Kota PERHUBUNGAN
UNGAN Daerah
Jalan, dll)
Pembuatan Zebra
penvediaan Infrastrukt Cros/Rambu-rambu depan Verifikasi
enyediaan Intrastruktur TPA HI I "m| K ren . erifikasi
5 1189301 17-02-2025 PAHMI. S.S0s Perhubungan, dan Keselamatan lokasi dgli;/ﬁ:jkun a'n arena Desa Paliat Rt. 03 Kec. Kabupaten / DINAS P[;:RNHAUSB Perangkat
e Berlalu lintas (Terminal, Marka . . g Kelua , Kab. Tabalong Kota PERHUBUNGAN Daerah
tajam,sehingga sudah pernah UNGAN
Jalan, dll) - .
terjadi kecelakaan akibat
tidak ada rambu-rambu.
H. i Desa Garunggung RT. 05 Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Verifikasi
3. | 1189692 17-02-2025 TADZUDDIN iirzﬁgﬁag#%atgﬁn Permintaan Penambahan Kabupaten / DINAS PI::?NHAUSB Perangkat
‘ NOOR, Kabupat g armada angkutan untuk anak Kota PERHUBUNGAN UNGAN Daerah
5.50s.,M.M abupaten sekolah (Dinas Perhubungan
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dalam hal ini Kementerian
Perhubungan serta kebijakan Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan yang dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan APBN
dan APBD Provinsi yang berimplikasi pada Kabupaten Tabalong melalui Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Sesuai amanat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 misi yang sesuai dengan tugas pokok
fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yaitu misi kedua Mendorong Kemajuan
Daerah melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah.
Dengan demikian berdasarkan misi yang harus diemban maka Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan yaitu “Mewujudkan
Layanan Trasportasi daerah yang terhubung, berkeselamatan, dan berkelanjutan”.
Sedangkan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang ingin
dicapai maka diuraikan melalui sasaran, secara rinci sasaran jangka menengah Dinas

Perhubungan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota

2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
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Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Dinas Perhubungan

No | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah Indikator Sasaran Sasaran SKPD Indikator Sasaran
daerah SKPD
1 2 3 4 5 6
1 Program 100 Meningkatnya Persentase Meningkatnya Indeks Kepuasan
Persen Jalan Konektivitas dan | jembatan dalam Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap
dan Jembatan | kelancaran kondisi mantap dan Keselamatan Pelayanan Transportasi
Mantap transportasi Transpotasi Daerah (Nilai)
. . Kabupaten/Kota -
wilayah melalui Tingkat Keselamatan
dukungan jalan Transportasi Daerah
dan jembatan Kabupaten/Kota
mantap (Persentase)
Meningkatnya Meningkatnya Predikat nilai AKIP
Kualitas Tata Kelola Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah
Pemerintahan Pemerintahan (Predikat)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tabel 3.2
Tujuan Kinerja Dinas Perhubungan
No. Tujuan Kinerja Dinas Indikator Kinerja Tujuan Dinas Target Kinerja Tujuan 2026
1) 2 3 4)
1 Mewujudkan layanan transportasi daerah | Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 86
yang terhubung,berkeselamatan,dan
berkelanjutan
Tabel 3.3
Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan
No. Sasaran Kinerja Dinas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Target Kinerja Sasaran 2026
1) 2 3 4
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 86
dan Keselamatan Transpotasi Pelayanan Transportasi Daerah (Nilai)
Kabupaten/Kota Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah 99,99
Kabupaten/Kota (Persentase)
2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah BB
Pemerintahan Perangkat Daerah (Predikat)
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Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Kinerja 2026
(@) @) ®) 4
1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 86
Transportasi Kabupaten/Kota Terhadap Pelayanan Transportasi
Daerah
2 | Meningkatnya Keselamatan Tingkat Keselamatan Transportasi 99,99
Transportasi Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Predikat nilai AKIP Perangkat BB
Pemerintahan Perangkat Daerah Daerah

3.3. Program dan Kegiatan
Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai
pada tahun 2026, sebagai berikut:
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sedangkan Implementasi untuk program kegiatan sub kegiatan berdasarkan
900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor :
Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan

nomenlaktur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, sebagai berikut :

2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan
sub kegiatan :
1 Pelaksanaan  Penyusunan Rencana Induk Jaringan  LLAJ
Kabupaten/Kota
2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
3 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
4 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan
sub kegiatan :

1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
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2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3  Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan sub kegiatan sbb

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C

ga A W N PP

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas
Utama dan Fasilitas Penunjang
6 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal
Penumpang Tipe C
7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan
Penunjang)
4  Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir dengan sub kegiatan sbb :
1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
2 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
4 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6  Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

1 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan

2 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
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Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan

Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

N o 0o b~ W

Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

(o]

9 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

10 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

11 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk
Jalan Kabupaten/Kota
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
3 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub
kegiatan :
1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
3 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
5 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub
kegiatan :
1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

2 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
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10

11

12

13

14

Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan

Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan

sub kegiatan :

1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota ,dengan sub kegiatan :

1 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan
Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum
Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penerbitan 1zin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penerbitan 1zin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik
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2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah
operasi kewenangan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten
15 Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /
Semesteran SKPD
17 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
18 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

20 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Urusan Pemerintah Daerah
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas

pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai yang tertera dalam dokumen rencana

strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong periode 2025 — 2029

Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai

pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 (Dua) program yang diimplementasikan dalam 15

(lima belas) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program Prioritas Pembangunan tahun 2026
No. Program Sub Kegiatan Kegiatan
1 Program Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Penyelenggaraan
Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

Penetapan dan Sosialisasi Rencana
Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan
Kabupaten/Kota

Jalan di Jalan

Pembangunan Prasarana Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Penyusunan Rencana
Pembangunan Terminal Penumpang
Tipe C

10

Pengawasan Operasional Terminal
Penumpang Tipe C

11

Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas
Utama dan Penunjang)

12

Penyediaan sistem informasi
manajemen terminal Penumpang
Tipe C

13

Pembangunan Terminal Penumpang
Tipe C yang dilengkapi Fasilitas
Utama dan Fasilitas Penunjang
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No.

Program

Sub Kegiatan

Kegiatan
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14

Peningkatan Kapasitas Kompetensi
SDM Pengelola Terminal
Penumpang Tipe C

15

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan
Penunjang)

4

Penerbitan 1zin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir

16

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

17

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan lIzin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

5

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

18

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

19

Sosialisasi Standar Operasional
Prosedur

20

Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

21

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

22

Koordinasi Penyelenggaraan
Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

6

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

23

Monitoring dan evaluasi
Implementasi Batas Kecepatan

24

Pembangunan Rute Aman Selamat
Sekolah (RASS)

25

Monitoring dan evaluasi Rute Aman
Selamat Sekolah (RASS)

26

Monitoring dan evaluasi zona
selamat sekolah (ZoSS)

27

Pembangunan Implementasi Batas
Kecepatan

28

Pembangunan Zona Selamat
Sekolah (ZOSS)

29

Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

30

Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

31

Pengadaan dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan dalam rangka
Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas

32

Penataan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

33

Penyelenggaraan Sistem
Manajemen Transportasi Cerdas

7

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

34

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penilaian Hasil Andalalin
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No.

Program

Sub Kegiatan

Kegiatan

35

Peningkatan Kompetensi Penilai
Andalalin

36

Pengawasan Pelaksanaan
Rekomendasi Persetujuan Teknis
Andalalin

8 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

37

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Terminal

38

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota

39

Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan
Angkutan pada Terminal Tipe C

40

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

41

Peningkatan Kapasitas Auditor dan
Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

9 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

42

Pengendalian dan Pengawasan
Ketersediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

43

Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

44

Penetapan Kawasan Perkotaan
untuk Pelayanan Angkutan
Perkotaan yang Melampaui Batas 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

45

Perumusan Kebijakan Penetapan
Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota

46

Sosialisasi dan Uji Coba
Pelaksanaan Kebijakan Penetapan
Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

10 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

a7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

48

Pelaksanaan Pengumpulan Data
Statistik Sektoral Daerah

11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

49

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

50

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

12  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

51

Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya
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No.

Program

Sub Kegiatan

Kegiatan

52 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
13  Administrasi Umum Perangkat Daerah
53 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
54 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
55 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
56 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
14  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
57 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
58 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
59 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
15 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
60 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
61 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
62 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya
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Tabel 4. 1.
Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Lokasi Indikator Kinerja Program Catatan Tahun 2027
Kode Pemerintah Daerah dan : (Outcomes)/ Kegiatan ] . Target Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Detail (output) Target Capaian Kebutuhan Dana/ | Sumber Penting Capgian J Pagu Indikatif
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Tidak Berkaiatan Dengan 38.628.539.165 40.802.000.000
Pelayanan Dasar.
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan. 38.628.539.165 40.802.000.000
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH Predikat nilai AKIP
DAERAH KABUPATEN/ DISHUB Perangkat Daerah 38.628.539.165 APBD 40.802.000.000
KOTA
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Laporan Capaian 377.950.000 450.000.000
dan Evaluasi Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Perangkat Daerah. Kab. Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan APBD
Tabalong | | aporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Kab. Jumlah Laporan Capaian 21 Laporan 239.910.000 21 Laporan 300.000.000
Laporan Capaian Kinerja dan Tabalong Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan
SKPD. Hasil Koordinasi Penyusunan APBD
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.15.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Kab. Jumlah Data Statistik 3 78.040.000 3 150.000.000
Data Statistik Sektoral Daerah Tabalong Sgktoral Daerah yang T_elah Data APBD Data
Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan 8.822.778.000 9.004.500.000
Perangkat Daerah. Kab. APBD
Tabalong
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2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 14 8.818.278.000 14 9.000.000.000
Tunjangan ASN. Kab. menerima gaji dan Orang/Bulan APBD Orang/Bulan
Tabalong | tunjangan ASN
2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 2 1.500.000 2 1.500000
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD d‘an _ Laporan Laporan
SKPD Kab. Laporan Hasil Koordinasi APBD
Tabalong Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 12 3.000.000 12 3.000.000
La_poran Keuangan Bulanan/ Akhir Tahun SKPD d‘an ‘ Laporan Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Laporan Hasil Koordinasi APBD
Tabalong Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 390.486.000 325.000.000
Perangkat Daerah Kab. APBD
Tabalong
2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Kab Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 114.340.000 1 125.000.000
beserta Atribut : beserta Atribut Kelengkapan Paket APBD Paket
Kelengkapannya Tabalong
2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai 15 276.146.000 15 200.000.000
Pegawai Berdasarkan Tugas Kab. Berdasarkan Tugas dan Orang APBD Orang
dan Fungsi Tabalong Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Kab 1.424.477.372 1.019.000.000
Perangkat Daerah ) APBD
Tabalong
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Jumlah Paket Komponen 22 28.437.382 22 30.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Tabalon Instalasi Listrik/Penerangan Paket
Kantor g Bangunan Kantor yang APBD Paket
Disediakan
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Kab. Jumlah Paket Peralatan dan 91 899.485.380 80 500.000.000
Perlengkapan Kantor Tabalong Perlengkapan Kantor yang Paket APBD Paket
Disediakan
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan Kab. Jumlah Paket Barang 14 48.958.610 12 44,000,000
dan Penggandaan Tabalong Cetakan dan Penggandaan Paket APBD Paket
yang Disediakan
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Kab. Jumlah Laporan 170 447.596.000 187 445.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Tabalon Penyelenggaraan Rapat APBD
g Koordinasi dan Konsultasi Laporan Laporan

SKPD.
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SKPD

2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Kab. 5.711.875.070 5.922.500.000
Penunjang Urusan Tabalong APBD
Pemerintahan Daerah.
2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Kab. Jumlah Laporan Penyediaan 1 25.000.000 1 22.500.000
Menyurat Tabalong Jasa Surat Menyurat Laporan APBD Laporan
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, b Jumlah Laporan Penyediaan 12 537.700.000 12 600.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Jasa Komunikasi, Sumber
Tabalong Daya Air dan Listrik yang Laporan APBD Laporan
Disediakan
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kab Jumlah Laporan Penyediaan 12 5.154.175.070.00 12 5.300.000.000
Umum Kantor : Jasa Pelayanan Umum 0 APBD
Tabalong Kantor yang Disediakan Laporan Laporan
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Kab. 1.944.770.818 789.000.000
Daerah Penunjang Urusan | Tabalong APBD
Pemerintahan Daerah.
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Jumlah Kendaraan Dinas 34 438.565.000 39 605.000.000
Blaya_ Pemeliharaan, Pz_ajak dan Tabalong Operas_lonal atau Lapangan Unit Unit
Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan APBD
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin 60 99.030.000.000 129 89.000.000
Mesin Lainnya Tabalong Lainnya yang Dipelihara Unit APBD Unit
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Jumlah Gedung Kantor dan 1 1.407.175.818 1 95.000.000
Gedung Kantor dan Bangunan Tabalong Bangunan Lainnya yang Unit APBD Unit

Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Recana
Tahun 2027

Kode Pemerintah Daerah dan lbokta.sl' (Outcomes)/ Kegiatan gatatl_tan Target
Program/Kegiatan etal (output) Target Capaian Kebutuhan Dana | Sumber enting Capaian Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.15.02 PROGRAM Kab. 100 % 19.956.201.905 100 % 23.292.000.000
PENYELENGGARAAN LALU Tabalong APBD
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ).
2.15.02.2.01 PENETAPAN RENCANA INDUK Kab. 100% 294.057.000 100% 350.000.000
JARINGAN LLAJ Tabalong APBD
KABUPATEN/KOTA.
2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen Penyusunan 1 225.500.000 1 250.000.000
Rencana Induk Jaringan LLAJ Tabalong | Rencana Induk Jaringan LLAJ APBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Dokumen Dokumen
2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Kab. Jumlah Dokumen Penetapan 2 71.557.000 2 100.00.000
Sosialisasi Rencana Induk Tabalong Kebijakan dan Sosialisasi
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Jaringan LLAJ Dokumen APBD Dokumen
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02 PENYEDIAAN Kab. 2.000.000.000 1.625.000.000
PERLENGKAPAN JALAN DI Tabalong APBD
JALAN KABUPATEN/KOTA.
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Kab. Jumlah Perlengkapan Jalan di 250 1.750.800.149 250 1.250.000.000
di Jalan Kabupaten/Kota Tabalong | Jalan Kabupaten/Kota yang Unit Unit
Tersedia APBD
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Jumlah Prasarana Jalan yang 21 249.199.851 250 375.000.000
Prasarana Jalan Tabalong | Terehabilitasi dan Terpelihara - -
Unit Unit
APBD
2.15.02.203 PENGELOLAAN TERMINAL Kab. 483.541.165 3.575.000.000
PENUMPANG TIPE C. Tabalong
APBD
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Penyusunan Rencana

Kab.

Jumlah Rencana

Pembangunan Terminal Tabalong | Pembangunan Terminal Doka-men
Penumpang Tipe C Penumpang Tipe C yang APBD
Tersusun
2.15.02.2.03.06 Pengawasan Operasional Kab. Jumlah Terminal Penumpang 3 300.000.000 3 325.000.000
Terminal Penumpang Tipe C Tabalong | Tipe C yang diawasi Dokumen Dokumen
APBD
2.15.02.2.03.07 Revitalisasi Terminal Tipe C Kab. Jumlah Terminal yang 1 0 1 2.000.000.000
(Fasilitas Utama dan Penunjang) Tabalong | direvitalisasi (Fasilitas Utama Unit Unit
dan Penunjang) APBD
2.15.02.2.03.011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Terminal Tipe C 1 183.541.165 3 1.250.000.000
Terminal Tipe C (Fasilitas Utama (Fasilitas Utama dan Unit Unit
dan Penunjang) Penunjang) yang terehabilitasi APBD
dan terpelihara
2.15.02.2.04 PENERBITAN IZIN Kab. 350.000.000 400.000.000
PENYELENGGARAAN DAN Tabalong
PEMBANGUNAN FASILITAS APBD
PARKIR.
2.1502.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Kab. Jumlah Dokumen Pemenuhan 1 153.763.000 1 200.000.000
Perolehan Izin Penyelenggaraan Tabalong Persyaratan Perolehan Izin
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penyelenggaraan dan Dokumen Dokumen
Kewenangan Kabupaten/Kota Terbangunnya Fasilitas Parkir APBD
dalam Sistem Pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota
Perizinan Berusaha Terintegrasi dalam Sistem Pelayanan
Secara Elektronik Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Jumlah Laporan Koordinasi dan 36 196.237.000 36 200.000.000
Pengawasan Pelaksanaan 1zin Tabalong | Sinkronisasi Pengawasan
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Izin Laporan APBD Laporan
Pembangunan Fasilitas Parkir Penyelenggaraan dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Terbangunnya Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 PENGUJIAN BERKALA Kab. 2.363.380.000 725.000.000
KENDARAAN BERMOTOR Tabalong
APBD
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2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana 1 1.900.000.000 1 200.000.000
Prasarana Pengujian Berkala Tabalong Pengujian Berkala Kendaraan Unit Unit
Kendaraan Bermotor (BLUD) Bermotor yang Tersedia APBD
2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Kab. Jumlah LaporanSosialisasi 1 70.000.000 1 70.000.000
Prosedur Pengujian Berkala Tabalong | Standar Operasional Prosedur
Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Laporan APBD Laporan
Bermotor
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana 13 343.380.000 13 400.000.000
Prasarana Pengujian Berkala Tabalong | Pengujian Berkala Kendaraan Unit Unit
Kendaraan Bermotor Bermotor yang Terpelihara APBD
2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Kab. Jumlah Laporan Koordinasi 4 50.000.000 4 55.000.000
Pengujian Berkala Kendaraan Tabalong Penyelenggaraan Pengujian
Bermotor Berkala Kendaraan Bermotor Laporan APBD Laporan
2.15.02.2.06 PELAKSANAAN Kab. 7.195.523.783 9.650.000.000
MANAJEMEN DAN Tabalong
REKAYASA LALU LINTAS
UNTUK JARINGAN JALAN
KABUPATEN/KOTA.
2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Kab. Jumlah kawasan pembangunan 2 1.335.012.400 2 1.500.000.000
Selamat Sekolah (RASS) Tabalong | Rute Aman Selamat Sekolah Unit Unit
yang terbangun APBD
2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Kab. Jumlah Terbangunnya Zona 2 887.953.000 2 900.000.000
Sekolah (ZOSS) Tabalong | Selamat Sekolah (ZOSS) Unit Unit
APBD
2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan Sosialisasi 1 343.623.383 3 400.000.000
Manajemen dan Rekayasa Lalu Tabalong | Pelaksanaan Manajemen dan Dokumen Dokumen
Lintas untuk Jaringan Jalan Rekayasa Lalu Lintas untuk APBD

Kabupaten/Kota

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
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2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Kab. Jumlah laporan Forum Lalu 1 267.000.000 3 350.000.000
Jalan untuk Jaringan Jalan Tabalong | Lintas dan Angkutan Jalan Laporan Laporan
Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan APBD
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Kab. Jumlah Perlengkapan Jalan 3 4.361.935.000 3 6.500.000.000
Perlengkapan Jalan dalam rangka | Tabalong | dalam Rangka Manajemen dan Dokumen Dokumen
Manajemen dan Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu Lintas yang
Lintas dilaksanakan pengadaan dan
Pemasangan
2.15.02.2.07 PERSETUJUAN HASIL Kab. 234.035.000 360.000.000
ANALISIS DAMPAK LALU Tabalong
LINTAS (ANDALALIN) APBD
UNTUK JALAN
KABUPATEN/KOTA.
2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Jumlah Laporan Koordinasi dan 2 183.845.000 1 300.000.000
Penilaian Hasil Andalalin. Tabalong Sinkron.isasi Penilaian Hasil Laporan Laporan
Andalalin APBD
2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Kab. Jumlah penilai Andalalin yang 1 31.150.000 1 35.000.000
Andalalin Tabalong ditingkatkan kompetensinya
dan tersertifikasi Orang APBD Orang
2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Kab. Jumlah laporan Rekomendasi 1 19.040.000 1 25.000.000
Rekomendasi Persetujuan Teknis Tabalong Persetujuan Teknis Andalalin
Andalalin yang terawasi Laporan APBD Laporan
2.15.02.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI Kab. 959.638.600 1.185.000.000
KESELAMATAN LLAJ DI Tabalong
JALAN. APBD
2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Kab. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 1 412.157.000 1 500.000.000
Pemantauan Terminal Tabalong | dan Pemantauan Terminal Laporan Laporan
APBD
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2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Kab. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 3 267.000.000 3 300.000.000
Pemantauan Pemenuhan Tabalong | dan Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan Persyaratan Penyelenggaraan Laporan APBD Laporan
Kompetensi Pengemudi Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Kab. Jumlah laporan Inspeksi, Audit 3 250.481.600 3 350.000.000
Pemantauan Sistem Manajemen Tabalong | dan Pemantauan Sistem
Keselamatan Perusahaan Manajemen Keselamatan Laporan APBD Laporan
Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum
2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor Kab. Jumlah Auditor dan Inspektor 1 30.000.000 1 35.000.000
dan Inspektor Lalu Lintas dan Tabalong | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Orang Orang
Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya APBD
2.15.02.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN Kab. 5.059.000.000 5050.000.000
UMUM UNTUK JASA Tabalong
ANGKUTAN ORANG
DAN/ATAU BARANG APBD
ANTAR KOTA DALAM 1
(SATU) DAERAH
KABUPATEN/ KOTA.
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Kab. Jumlah Laporan Pengendalian 4 343.333.000 4 550.000.000
Ketersediaan Angkutan Umum Tabalong dan Pengawasan Ketersediaan
untuk Jasa Angkutan Orang Angkutan Umum untuk Jasa Laporan APBD Laporan
dan/atau Barang Antar Kota Angkutan Orang dan/atau
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum Kab. Jumlah Armada Angkutan 55 4.715.766.000 57 4.500.000.000
untuk Jasa Angkutan Orang Tabalong Umum untuk Jasa Angkutan Unit Unit
dan/atau Barang Antar Kota Orang dan/atau Barang Antar APBD
dalam 1 (Satu) Daerah Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia
2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan Kab. 502.665.000 300,000.000
untuk Pelayanan Angkutan Tabalong
Perkotaan yang Melampaui
Batas 1 (Satu) Daerah APBD
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kab. Jumlah Dokumen Kebijakan 1 502.665.000 1 300.000.000
Kawasan Perkotaan untuk Tabalong | Penetapan Kawasan Perkotaan
Angkutan Perkotaan Kewenangan untuk Angkutan Perkotaan Dokumen APBD Dokumen

Kabupaten/Kota

Kewenangan Kabupaten/Kota
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2.15.02.2.10 Penerbitan Izin Kab. 514.263.357 72.000.000
Penyelenggaraan Tabalong
Angkutan Orang dalam
Trayek Lintas Daerah APBD
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.214.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Jumlah Laporan Koordinasi dan 12 514.262.357 12 72.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Tabalong Sinkronisasi Pengawasan
Pengelen araan Angkutan el Laporan APBD Laporan
Y 99 9 Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
3.500.000.000 1.237.000.000
UPT.BADARA WARUKIN
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Kab. Terlaksanaya administrasi 100% 65.295.000 100% 230.000.000
Perangkat Daerah Tabalong kepegawaian perangkat daerah
APBD
2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kab. Jumlah Pegawai Berdasarkan 22 Orang 65.295.000 22 Orang 230.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tabalong | Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
APBD
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Kab. Terlaksanaya administrasi 100% 194.179.774 100% 447.000.000
Perangkat Daerah Tabalong | umum kantor uptd bandar
udara warukin APBD
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Kab. Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 92.983.975 12 Paket 55.000.000
Perlengkapan Kantor Tabalong Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
APBD
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Jumlah Paket Barang _Cet_akan dan 6 Paket 4.939.799 6 Paket 22.000.000
Penggandaan Tabalong Penggandaan yang Disediakan
APBD
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2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kab. Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 96.256.000 12 Laporan 370.000.000
dan Konsultasi SKPD Tabalong | Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
APBD
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Terlaksanaya Penyelenggaraan 100% 3.136.205.226 100% 355.000.000
Penunjang Urusan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
. SKPD
Pemerintahan Daerah. APBD
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 54.000.000 12 Laporan 55.000.000
Daya Air dan Listrik Tabalong Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
APBD
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 3.082.205.226 12 Laporan 300.000.000
Kantor Tabalong Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
APBD
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang milik 100% 104.320.000 100% 170.000.000
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
. Pemerintahan Umum UPTD
Pemerintahan Daerah. Banadara Warukin APBD
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 90.800.000 5 Unit 90.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Tabalong Operasional atau Lapangan yang
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya APBD
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin 9 Unit 13.520.000 9 Unit 30.000.000
Lainnya Tabalong Lainnya yang Dipelihara
APBD
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab. Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 0 2 Unit 50.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya Tabalong Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
APBD
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BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2026 ini dilaksanakan dengan
memperhatikan hal hal sebagai berikut :

a. Catatan — catatan penting

- Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2026 diarahkan
dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, serta dilaksanakan oleh seluruh
jajaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya masing-masing.

- Sumber dana untuk menjalankan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten
Tabalong 2027 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tabalong.

- Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
tata kepemerintahan yang baik, disamping juga menelaah hingga mengakomodir
usulan musrenbang dan pokok pokok pikiran dprd.

- Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara
berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas
pada masing-masing unsur satuan unit kerja

- Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat
Dinas Perhubungan Daerah.

- Pagu Urusan Perhubungan yang tertuang dalam rancangan awal rencana kerja
anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebesar Rp.
20.001.103.538,-

b. Kaidah — Kaidah Pelaksanaan

- Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2026 merupakan
Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong
yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Perhubungan Daerah (RKA-PD) sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan
dan anggaran tahun 2027. Seluruh komponen dinas diwajibkan untuk menjabarkan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2026 kedalam
Rencana Kerja dan Anggaran Unit/ satuan tugasnya masing-masing

- Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2026 disusun berdasarkan
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sejumlah asumsi sesuai perkembangan situasi dan kondisi faktual.

- Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026, organisasi penyelenggara
sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1.
Organisasi Penyelenggararencana Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026

No Pejabat Pelaksana Kedudukan
. Penanggungjawab Program

1. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dan Kebijakan Strategis

2.1. Sekretaris Dinas Perhubungan

2.2. Kepala Bidang Angkutan

2.3. Kepala Bidang Lalu lintas dan Keselamatan Penanggungja\{vab Penjabaran
2. Program, Kegiatan dan dana

2.4, Kepala Bidang Sarana dan Prasaran indikatif

2.5. Kepala UPT Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

Para pemangku jabatan struktural Eselon llI, IV Penanggungjawab
3. |dan PNS golongan Il di Lingkungan Dinas Pelaksanaan Program dan

Perhubungan Kegiatan
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¢. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan

Pengendalian dan Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong
20 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan
tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas Perhubungan yang terintegrasi dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong.
Pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renja Dinas
Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2026, yang merupakan evaluasi kinerja
tahunan yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten
Tabalong tahun 2025 - 2029, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan
Rencana Kerja tahun berikutnya.

Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan
perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah

setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.

Tanjung, 2025

Kepala Dinas Perhubungan

TUMBUR PARULIAN MANALU,S.STP,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002
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